Peran Manajemen Sumber
Daya Insani Kajian di Baznas
Ponorogo

by Anip Dwi Saputro

Submission date: 06-Jan-2023 08:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 1989183050

File name: Peran_Manajemen_Sumber_Daya_Insani_Kajian_di_Baznas_Ponorogo.pdf (459.03K)
Word count: 13677

Character count: 82783



Peran Manajemen Sumber Daya Insani:
Kajian di Baznas Ponorogo

Anip Dwi Saputro* & Adib Khusnul Rois**

Abstract: The Role of Human Resource Management: A Case in Baznas of Ponorogo.
This study examines the management pattern and Human Resource utilization in
Baznaz Ponorogo. The goal is to find out how far the principles of HR management are
implemented in the agency. The result of the study shows that the pattern of management
and human resources utilization in Baznas Ponorogo covers all aspects, from the
recruitment process, placement, until the evaluation of employee performance. In every
stage of the process, Baznas Ponorogo not only relies on the principle of professionalism
but also considers personal integrity and spiritual maturity aspects. Such is done based
on the consideration that a job, if done professionally and sincerely, will yield ina higher

value and quality.
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Abstrak: Peran Manajemen Swumber Daya Insani: Kajian di Baznas Ponorogo. Studi
ini menelaah bagaimana pula manajeman dan pcngclulaan Sumber Daya Manusia di
Baznas Ponorogo. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh prinsip-prinsip manajemen
pcngclulaan SDM ditcrapkan di lcmbaga tersebur. Hasil pcnclitian rncnunjulclcan
bahwa pola manejemen dan pengelolaan SDM di Baznas Ponorogo dimulai dari proses
rekruitmen, penempatan, hingga evaluasi ttrhadap kincrja lcar_vawan. Dalam setiap
tahapan proses, Baznas Ponorogo tidak hanya bersandar pada prinsip pmﬂ:siunalitas
melainkan juga mtmpcrtimbangkan aspck integritas pribadi dan kcmatangan spiritual
SDM. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa suatu pekerjaan jika dilakukan
secara profesional dan dengan niat beribadah akan memiliki nilai dan kualitas yang lebih

tinggi dibandingkan dengan kerja hanya untuk materi.
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Pendahuluan

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim
yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang
berhak menerimanya.'Dengan pengelolaan yang baik, zakar merupakan
sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan menyalurkannya kepada
yang berhak menerimanya. Zakat agar bisa menjadi sumber dana yang
dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dalam masyarakathal yang
lebih penting dan mendasar adalah untuk mengentaskan masyarakat
dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Dengan demikian

perluadanya pengelolaan zakat secara profesional dan tanggung jawab

' Berkaitan dengan zakar, bisa dilihat beberapa arikel vang relevan seperti Masnun Tahir,
“Integrasi Zakar dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam,”
al-Adaleh 12, no. 3 (Juni 2015): h. 507-24;Muhammad Hasan, “Pengamalan dan Pengelolaan
Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Masyarakat Kampung Sanggau),” al-'Adalab 12, no.
4 (Desember 2015): h. 891-902; Zaki Ulya, “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan
HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” /- Adaleh 12, no. 3 (Juni 20135): h. 637-46.
M. Kabir Hassan. "An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakar, Awqal and
Micro-Finance.” In Seventh International Conference—The Tawhidic Epistemology: Zakat and Wagf
Economy, Bangi, Malaysia, pp. 261-281. 2010. Monzer Kahf. “Zakar: Unresolved ilssues in the
Contemporary Figh.” UM Journal of Feonomics and Management 2, no. 1 (1989): h. 1-22.
Mila Sartika. “Pengaruh Pendayagunaan Zakac Produkdf terhadap Pemberdayaan Mustahig
pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” La Riba 2, no. 1 (2008): h. 75-89. Nur Barizah
Abu Bakar, and Hafiz Majdi Abdul Rashid. “Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence
from Malaysia.” faternational Jowrnal of Economics and Finance 2, no. 3 (2010): h. 76. M. Kabir
Hassan, and Juanyed Masrur Khan. “Zakat, External Debt and Poverty Reduction Strategy
in Bangladesh.” fournal of Eeonomic Cooperation Among Iilamic Countries 18, no. 4 (2007).
Irfan Syauqi Beik. “Analisis Peran Zakar dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Domper
Dhuafa Republika.” Jurnal Pemikiran dan gagasan 2 (2009): 45-53. Norazlina Abd Wahab,
and Abdul Rahim Abdul Rahman. "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance
of Zakat Institutions.” Josrnal of Idamic Accounting and Business Research 2, no. 1 (2011): h.
43-62. Maliah Sulaiman. “The influence of Riba and Zakat on Islamic Accounting.” lndonesian
Management and Accounting Review 2, no. 2 (2003): h. 149-167. Mahyuddin Haji Abu Bakar, and
Abdullah Haji Abdghani. “Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakar
Distribution to the Rightful Recipients (the Poor and Needy).” futernational Jowrnal of Business
and Social Seience2, no. 4 (2011). Muhammad Akhyar Adnan, and Nur Barizah Abu Bakar.
“Accounting Treatment for Corporate Zakar: A Critical Review.” International Journal of Iilamic
and Middle Fastern Finance and Management 2, no. 1 (2009): h. 32-45. Parmawati Ibrahim.
“Pembangunan Ekonomi Melalui Tagihan Zakaw: Tinjauan Empirikal.” ferne! Syariah 16, no. 2
(2008): h. 223-244. Monzer Kahf “Potential Effects of Zakat on Government Budger.” ITUM
Jowrnal of Economics and Management 5, no. 1 (1997): h. 67-85. Muhammad Abdullah, and
Abdul Quddus Suhaib. “The Impact of Zakat on Social Life of Muslim Society.” Pakistan Journal
of Islamic Research 8 (2011): h. 85-91. Muhammad Tho'in. “Pembiayaan Pendidikan Melalui
Sektor Zakar” Al-Amual: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Spariah 9, no. 2 (2017).
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yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini
pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan
pelayanan kepada muzzaki, mustahig dan amil tentang pengeloalaan zakat
yang berasaskan iman dan takwa. Sehingga masyarakat paham bahwa
zakat bisa dijadikan sebuah cara untuk mengentaskan kemiskinan yang
terjadi dalam kehidupan pada era sekarang ini.Tentu bukan hal yang
mustahil jika zakat ini dikelola untuk kekuatan umart Islam seperti zaman

Rasul, sahabar dan tabi’in.

Persoalannya adalah banyak dari umat Islam yang masih beranggapan
bahwa zakat itu hanya merupakan kewajiban formalitas seorang umat
Islam yang berkewajiban mengeluarkannya.Padahal pada zaman Usman
bin Affan yang mengelola zakat sebagai kekuatan ekonomi umat yang
bisa menyejahterakan umat melalui pemerintahan dan sistem politik yang
diatur oleh negara. Pada zaman khalifah Umar bin Khattab dan Usman
bin Affan sudah melembagakan dan mengelola zakat dalam suatu sistem.
Periode ini, penerimaan zakat makin meningkat lagi, sehingga gudang
Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Bagi khalifah Usman ibn Affan,
urusan zakat ini demikian penting, karenanya ia mengangkat pejabar
khusus menanganinya yaitu Zaid Ibn Tsabit, sekaligus mengangkatnya
untuk mengurus lembaga keuangan Negara (Baitul Mal). Pelaksanaan
pemungutan dan pendistribusian zakar makin lancar dan meningkat,
Harta zakat yang terkumpul segera dibagi-bagikan kepada yang berhak
menerimanya, sehingga tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan
dalam Baitul Mal.?

Oleh sebab itu, masa sekarang dengan perkembangan zaman yang
begitu pesat sejatinya lebih mempermudah dalam mengkordinasikan
zakar, bisa dengan menggunakan teknologi dan kualitas Sumber
Daya Insani yang berkualitas sehingga negara bisa menjadi kuat dan
kesejahteraan masyarakat bisa terbangun dengan adanya zakat yang

dikelola oleh negara.

Perkembangan zaman yang begitu canggih, manusia dituntut me-

* Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Figih Kontemporer (Jakarta: Salemba
Diniyah, 2002), h. 92.
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miliki keahlian dan kemampuan bermuamalah. g/fuamalah tidak bisa
lepas dari keuangan yang perlu dimanajemen agar sesuai dengan yang
diajarkan agama Islam. Zakat merupakan rukun Islam setelah syahadat,
salat dan puasa. Jika salat berfungsi membentuk kesalehan Muslim dari
sisi pribadi, maka zakat berfungsi membentuk kesalehan Muslim dari
sisi sosial.” Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh para muzakki
dan diberikan kepada mustahik melalui amil (panitia zakat).

Banyaknya lembaga yang berdiri menjadi panitia penyalur zakar,
negara mengatur eksistensi LAZ dan BAZNAS melalui Undang-Undang.*
Adanya aturan tersebut dikarenakan potensi zakat jika dikelola melalui
manajemen Sumber Daya Insani yang profesional dan berkualitas adapat

menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Luhur Karsanto (Ketua Baznas Kota Ponorogo) menyatakan Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh
Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan dengan rugas me-
ngumpulkan zakat untuk melayani muzakki, baik yang berada pada desa/
kelurahan, instansipemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar
negeri. Dengan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilanjutkan
Rapat Kerja, maka segala bentuk pembayaran zakar akan lebih mudah
dilakukan melalui UPZ di lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten
Ponorogo dengan manajemen Sumber Daya Insani yang berkualitas sesuai

dengan standard yang sudah ada.’

Ahmad Muslih (salah seorang anggota Baznas Ponorogo) juga
menjelaskan ketika menjalankan sistem yang ada di BASNAZ Ponorogo
‘erlu adanya manajemen Sumber Daya Insani yang berkualitas sehingga
pengelolaan zakat dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih besar.
Karenanya, diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI)

i Nukhthoh Arfawie Kurdie, !fe‘mungm Zakat dan Infag Profesi (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, ,US}I, h. 5.

* Perintah dalam mengelola zakat menggunakan sistem dan hukum dalam perundang-
undangan yang tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2011, dijelaskan pada Bab I, KetentanUmum
Pasal 1, Point 7 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah
lembaga yang melakukan pengelolaan zakar secara nasional. Pada Point 8 dijelaskan bahwa
Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat
yang memiliki rugas membantu pengumpulan,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

" Wawancara Luhur Karsanto, (Ketua Baznas Kota ponorogo), 14 April 2017.
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dalam menyejahterakan masyarakat. Walaupun pada dasarnya produktifitas
SDI sangat tergantung pada "tuasi lingkungan. Untuk itu, menurut
Ahmad Muslih, diperlukan menjadi parameter dalam memperoleh
kesejahteraan didasarkan pada kinerja. Kesejahterim SDI pastinya bisa
diperoleh dengan keseimbangan kinerja dengan mengimplementasikan

kinerja yang profesional dan bisa menghasilkan karya yang memuaskan.®

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Ditinjau
dari sifat-sifat data, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (qualitative
research). Deddy Mulyana menyatakan metode penelitian kualitatif tidak
mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau
metode statistik.” Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan
sosial lainnya adalah bahan mentah untuk analisis kualitatif. Meskipun
penelitian kualitatif dalam banyak bentuknya sering menggunakan jumlah
penghitungan, penelitian ini tidak menggunakan nilai jumlah sepert
yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data, dalam eksperimen

dan survey.

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik
wawancara, dan dokumentasi.® Teknik ini gunakan untuk mengetahui
data-data tentang pengembangan zakat profesi serta dari beberapa referensi
lain yang berbicara tentang tema penelitian. Data yang dihimpun melalui
teknik studi dokumenter ini adalah dara outentik yang tersimpan dalam
dokumentasi, baik di perpustakaan, perpustakaan pribadi maupun dari
data-data yang ada di kantor BAZNAS Ponorogo. Dengan metode ini
dimaksudkan untuk memperoleh data tentang kualitas manajemen Sumber
Daya Insani BAZNAS Ponorogo. Melalui metode ini juga diharapkan
bisa memperoleh data akurat tentang buku-buku atau aturan perundang-

undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan zakar. Berbagai data

& Wawancara I-:epada Ahmad Muslih, (Anggota Baznas Ponorogo), 14 April 2017,

7 Dedy Mulyana, MetodologiPenelitian Kualitatif Paradigma Barw Imu Komunikasi dan
Hmee Sosial Lainnya {Ba.ndung: PT. Remaja Rmdakarya, 2004), h. 1350,

* Metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip
buku, majalah, prasast, notulen rapar, dan sebagainya. Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur
Penelitian: Suwat Pendebatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipra, 1983), h. 188.
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yang ada dikomparasikan antara satu dengan yang lain, digeneralisasikan,
serta diambil konklusinya menggunakan cara berpikir induktif-deduktif”
Selanjutnya, dapat dirumuskan dengan jelas Peran Manajemen Sumber

Daya Insani di Baznas Ponorogo.

Hasil dan Pembahasan
Hakikat dan Tujuan Manajemen

Secara ilmiah perkembangan manajemen muncul diawal terbentuknya
negara industri pada pertengahan kedua abad ke-19.Menurut pandangan
kaum intelektual, manajemen lahir sebagai tuntutan perlunya pengaturan
hubungan diantara individu dalam satu masyarakat. Adanya kebutuhan
negara untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya terhadap rakyar,
yakni mengatur persoalan hidup rakyat dan memberikan pelayanan dalam
kehi:fpan sosio-ekonomi masyarakat."

ecara kebahasaan istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris
yaitumanagement, yang secara derivatif berakar pada kata manage yang
artinyamengatur atau mengelola. Secara istilah, dapat dijumpai beberapa
definisi. Mary Parker Follet, sebagaimana dikutip oleh Wibisono, me-
nyatakan bahwa manajemen adalah “the art of getting things done
throughpoeple” suatu seni untuk mendapatkan segala sesuat. yang
dilakukan melaluiorang lain."" Dengan kata lain, manajeman sebagai
suatu proses dalam rangka mencapai wjuan dengan bekerja bersama
melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Setiap jenis
pengetahuan termasuk manajemen mempunyai ciri-ciri yang spesiﬁk
mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistemologi) dan untuk apa (aksiologi)
pengetahuan manajemen tersebut disusun. Ontologi ilmu terkait dengan
epistemologi, dan epistemologi terkait dengan aksiologi dan seterusnya.'”

" Lihat Noeng Muhadjir, “Wahyu dalam Paradigma Penelitian Ilmiah Pluralisme
Metodologik: Merodologi Kualitatif,"dalam Taufik Abdullah, Metodologi Penelitian Agama Sebuah
Pengantar, ed. oleh Rusli Karim (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989}, h. 64.

" Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syariak Sebuah Kajian Histori dan Kontemporer,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 27.

" Wibisono, Mandmen Perubaban, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), h. 9.

'* Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2006), h. 22.
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#eori manajemen mempunyai peran (7ole) atau membantu menjelas-
kan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produkrtivitas,
dan kepuasan (satisfaction). Manajemen menjadi suatu acuan sistem untuk
mengordinir dan mengendalikan semua potensi yang ada dalam suatu
organisasi tertentu. Khususnya di sekolah sama halnya dengan suatu
organisasi ada struktur yang jelas ada banyak potensi yang harus di
kendalikan dikontrol dan disalurkan. Apa yang menjadi tujuan utama
manajemen? Menurut Shrode dan Voich (1974) tujuan utama manajemen
adalah produktivitas dan kepuasan. Mungkin saja tujuan ini tidak tunggal
bahkan jamak atau rangkap, seperti peningkatan muru pendidikan atau
lulusannya. Manajeman dalam tujuanya adalah untuk mengatur segala
sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal

yang disyariatkan dalam ajaran Islam."’

Peran Manajemen Sumber Daya Insani di Baznas Ponorogo

Sumber daya insani memiliki pesan strategis bagi suatu organisasi.
Betapapun majunya penggunaan teknologi informasi, tersedianya modal
dan bahan bagi sebuah organisasi, namun ranpa adanya sumber daya
manusia, maka tujuan organisasi tidak akan dapat terwujud. Manusia me-
rupakan satu-satunya sumber daya organisasi yang memiliki kemampuan
untuk berpikir, berkreasi, berketerampilan, berpengetahuan dorongan,
daya dan karsa sehingga dengan semua itu dapat memanfaatkan sumber

dayagarganisa_qi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi."

umber daya menyangkut faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga
kerja, dan modal yang dipakai dalam kegiatan ekonongi untuk meng-
hasilkan barang, jasa, serta mendistribusikannya.]'-”Sumber[!a}ra merupakan
bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenubhi
keperluan hidupnya. Sumber daya adalah segala sesuatu, baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai
hasil, masalah peralatan, sediaan, waktu dan tenaga kerja.

" Nanang Fawah, Landasan Manajemen Pendidikan, h. 22.

Vi @hdus Salam, Managemen Tnsani dalam Bisnis, cet. 1 (Jakara: Pustaka Pelajar, 2014), h. 13.

15 parteman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2 (Jakarta:
Balai Pustaka, 1995), h. 381.
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!umber daya manusia merupakan potensi manusia yang dapat
dikembangkan untuk proses produksi. Sumber daya manusia merupakan
masalah perusahaan yang paling penting, karena dengan sumber daya
manusia menyebabkan sumbgs daya yang lain dalam perusahaan dapat
berfungsi atau dijalankan.' !)i sisi lain, sumber daya manusia dapat

menciptakan efesiensi, efektifitas dan produktifitas perusahaan.

Sumber daya insani merupakan istilah lain dari sumber daya manusia.
Karta insani berarti bersifat atau menyangkut manusia, kemanusiaan atau
manusiawi. Dengan cara kemanusiaan dan memanusiakan manusia.
Sumber daya manusia dapat dikelola secara baik dan profesional agar
dapar tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia
dengan tunturtan serta kemajuan bisnis perusahaan. Keseimbangan tersebut
dapart terjadi dengan cara memanusiakan manusia. Keseimbangan tersebut
merupakan kunci sukses utama bagi perusahaan agar dapar berkembang
dan tumbuh secara produktif dan wajar. Dalam managemen, suatu
perusahaan perlu adanya kerjasama dan komitmen untuk membangun

lembaga yang kokoh dan bersinergi. Sebagaimana disampaikan oleh

Kerua BAZNAS Kabupaten Ponorogo, Luhur Karsanto:

Bahwa kita menyadari hidup ini tidak bisa sendiri karena pasti kita akan
membutuhkan bantuan orang lain. Kokohnya suatu organisasi itu di
tompang oleh kerja sama yang baik dari seluruh sektor antara Pimpinan
dengan semua orang yang berada di sekitar kita. Kami sebagai mesin
BAZNAS Kabupaten Ponorogo akan bekerja semaksimal mungkin agar
dapat memberikan kontribusi yang baik supaya dapat di rasakan oleh
seluruh masyarakat.

Berdasarkan pern}ramil tersebut, tersirat bahwa perkembangan
perusahaan atau organisasi sangat tergantung pada produktifitas tenaga
kerja yang ada di perusahaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt
surat_Yusus [10] ayat 36."

AZNAS merupakan lembaga yang sudah tersusun dalam UU dan
memiliki dasar Hukum yang baku. Ada beberapa prinsip yang harus

' Wetrihzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, gfanaje’mm Sumber Daya Manusia Untuk
Perwsahaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 2.

7 Wawancara dengan Ahmad Ghoezali, Dosen Sumber Daya Insani (SDI), IAIN Ponorogo,
14 April 2017.

DOl: http://dx.doi.org/10.24042 /adalahvdvithi. 2134




Anip Dwi Saputro & Adib Khusnul Rois: Peran Manajemen Sumber Daya Insani | 189

Eipegang dalam melaksanakan managemen SDI dalam BAZNAS di

antar anya.

1. Perencanaan Sumber Daya Insani

Setiap melakukan sesuatu tentunya diawali dengan perencanaan
yang matang dan terprogram secara maksimal, Perencanaan ini meliputi
perencanaan kualitas dan kuantitas sumber daya insani serta kegiatan
perancangan pekerjaan bagi sumber daya insani (JobDesign). Menurut
Ahmad Ghozali, Dosen Sumber Daya Insani (SDI) IAIN Ponorogo
menjelaskan tentang SDI:

Perekrutan merupakan proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi

untuk diseleksi menjadi karyawan. Proses perekrutan dimulai setelah para

recruiter mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan Karyawan/pegawai
melalui perencanaan sumber daya insani dan permintaan manajer. Setelah
dilakukan identifikasi, maka dapat diketahui 1owongan pekerjaan arau
jabatan. Selanjutnya dapat dirumuskan tentang perekrutan tenaga untuk

mengisi kekosongan jabatan/pekerjaan tersebut, yang meliputi metode pere-
kruran, persyaratan pelamar dan berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan.'®

Pereninaan kualitas ini meliputi tingkat pendidikan, skill, pe-
ngalaman, usia dan lainnya untuk masing-masing jabatan dalam struktur
organisasi tersebut. Setelah mengetahui kebutuhan kualitas karyawan,
maka dibuat perencanaan kuantitas yakni merancang berapakah batas
minimal jumlah karyawan di masing-masing jabatan dan wilayah kerja.
Setelah itu, baru membuat job description dari masing-masing jabatan
arau posisi sesuai dengan strukrur organisasi perusahaan. Pelatihan dan
pengembangan karyawan dianggap sebagai investasi organisasi, suatu
kegiatan yang memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
Program pelatihan dan pengembangan diberikan bukan hanya kepada
para tenaga baru, akan tetapi diberikan pula kepada tenaga yang lama,
agar kemampuan yang dimilikinya tetap segar sejalan dengan perubahan

lingkungan."”

Y Wawancara dengan Ahmad Ghozali, Dosen Sumber Daya Insani (SDI), IAIN Ponorogo.
" Abdus Salam, Managemen Insani dalam Bisnis, cer. 1, h. 156.
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2. Sumber Daya Insani Berkualitas atau Profesional

Pesatnya pembangunan dan kemajuan teknologi memaksa manusia
mampu bersaing. Mereka yang mampu bersaing dalam pesatnya pem-
bangunan dan kemajuan teknologi adalah manusia yang mampu melihat

masa depan dan sadar akan perubahan.

Melihat realita yang terjadi di era modern ini, masyarakat yang
berkembang memiliki tanggung jawab untuk mendorong dirinya menjadi

manusia modern yang memiliki skill dan kualitas yang tinggi.

Sejalan dengan perubahan yang terjadi, baik dilingkungan internal
maupun eksternal organisasi, setiap organisasi dituntut terus menerus
meningkatkan kualitas SDI-nya agar mempunyai kemampuan kompetitif
yang handal. Di samping itu, organisasi dituntut pula untuk dapat
menyusun strategi dan arah kebijakan organisasi yang selaras dengan
perubahan tersebut. Untuk memenuhi tunturan tersebut, organisasi perlu

terus menerus mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan.”

Ahmad Ghozali, Dosen pengajar marta kuliah Sumber Daya Insani
(SDI) Pasca Sarjana IAIN Ponorogo menjelaskan tentang konsep SDI:
Sumber Daya Insani hadir sebagai ilmu untuk memanagement sumberdaya
manusia secara Islami yang sesuai dengan Alquran dan Hadist, pada
hakikatnya pekerjaan jika dilakukan dengan niat beribadah akan memiliki
nilai yang lebih dibandingkan dengan kerja hanya untuk marteri. Jika
kerja niatnya adalah untuk ibadah bisa dipastikan Sumber Daya Insani

Berkualitas atau Profesional akan terbentuk karena kuasa Allah Swrt.*!

Berdasarkan data tersebut, kualitas Sumber Daya Insani menjadi
’aktor determinan bagi keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu
perusahaan.Hal ini menunjukkkan bahwasanya Sumber Daya Insani yang
berkualitas berperan aktf dalam mengantarkan kemajuan perusahaan.
A.R Tilaar mendefinisikan sumber daya insani yang unggul, sadar, akan

identitasnya serta sadar akan wawasan nusantara.” Sedangkan Azyumardi

2 Abdus Salam, Managemen Insani dalam Bisnis, h. 156.

! Wawancara dengan Ahmad Ghozali, Dosen Sumber Daya Insani (SDI), IAIN Ponorogo,
14 April 2017. 9

22 AR. Tilar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21
(Magelang: Tera Indonesia, 1999), h. 199.
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Rzra lebih luas dalam mendefinisikan sumber daya manusia yang ber-
kualitas. la mendefinisikan sumber daya manusia ialah manusia yang
memiliki kualitas yang seimbang, beriman, berilmu, beriptek, beramal
dan cakap baik secara lahiriyah maupun batiniah.** Prinsip sumber daya
insani manusia tidak hanya semata-mata hanya mementingkan dunia
akan terapi ruh keimanan dan ketaqwaan dalam diri manusia itu yang

menjadi landasan kuat.

3. Penempatan dan Rekrutmen Sumber Daya Insani

Rekrutmenpada dasarnya merupakan aktivitas mencari dan mem-
peroleh pekerjaanyang terdapat dia dalam perusahaanyang sesuaidengan
kebutuhankualitasyangditentukan dan sesuai dengan ciri entepreneurship.
Menurut Singodimedjo menyatakan rekrutmen merupakan suatu proses
mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan
dalam suatu organisasi.*Seperti yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS
Kabupaten Ponorogo, Luhur Karsanto:

BAZNAS Ponorogo melakukan perekrutan anggata sesuai dengan aturan

yang dibuat oleh UUD BAZNAS dengan memberikan pengumuman di

Blog internet dan media yang lain dengan menggunakan seleksi.”

Selain irtu, suatu lembaga juga membutuhkan orang-orang yang
berintegritas dan berpengalaman dibidangnya seperti yang disampaikan
oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Ponorogo, Luhur Karsanto:

BAZNAS Ponorogo melakukan perekrutan anggara sesuai dengan standard
yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Dalam perekrutan
tidak asal mengambil tenaga kerja tapi melalui tes untuk menjaga kualitas
lembaga yang profesional. Proses seleksi akan diumumkan jika sudah selesai
dengan melihat hasil tes kualifikasinya.”

Apa yang dilakukan oleh BAZNAS dalam upaya memberikan

ujian seleksi kepada calon pegawai telah sesuai dengan asasi (pokok)

% Azzumardi Azra, ’m&'ia.’ikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru
(Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 55.

* Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daye Manusia (Jakarea: Kencana, 2011), h. 45.

* Wawancara dengan Ahmad Muslih, (Anggora Baznas Ponorogo), 14 April 2017.

* Wawancara dengan Ahmad Muslih, (Anggora Baznas Ponorogo).
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dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai
berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan teknis yang
dimiliki. Dasar hukum rekrutmen dan seleksi dalam Alquran surat al-

Qashas [28] ayat 26.%

Selain berdasarkan Alquran, dalam hadis pun, terdapat riwayat
dimana tindakan tersebut telah dicerminkan dari sikap Rasulullah ketika
akan mengangkat Muadz bin Jabal sebagai pejabat kehakiman. Rasulullah
bertanya kepada Muadz, “Dengan apa engkau akan memutuskan persoalan
hukum?” Muadz menjawab,” Dengan kitab Allah” Rasulullah bertanya, “Jika
kamu menemukannya?”. Muadz menjawab: “Dengan sunah Rasulullah”.
Rasulullah bertanya lagi: “Jika engkau tidak menemukannya juga?” Muadz
menjawab, “Aku akan berjihad dengan pendapatku’. Rasulullah bersabda:
Alhamdullah, Allah menolong utusan Rasulullah menjalankan agama

sesuai dengan apa yang di ridhai Allah dan Rasul-Nya.”

Begitu pundengan Khalifah Umar r.a., tidak akan mengutus gubernur
untuk suatu wilayah, kecuali khalifah telah mengujinya dengan mengajak
berdiskusi. Diriwayatkan bahwa suatu ketika khalifah sedang duduk
bercengkrama dengan Ka'ab bin Sur. Kemudian, datanglah seorang wanita
mengadukan persoalan suaminya. Khalifah kaget dan takjub terhadap
keputusan yang ditetapkan Ka'ab, dan berkata, “Berangkatlah ke Bashrah
untuk menjadi hakim di sana. Sebelumnya Ka'ab tidak mengira bahwa
dirinya akan dipilih menjadi hakim di Basrah.”

Dalam sebuah perekrutan tenaga kerja seperti pengalaman diatas,
bahwa sesuatu hal atau perkara harus diserahkan kepada yang mempunya
kemampuan sesuai dengan keahlianya, sesuai dengan pendapat Ahmad
Muslih, (Anggota BAZNAS Ponorogo):

Prinsip yang harus diterapkan BAZNAS Ponorogo untuk melakukan

perekrutan anggata harus sesuai dengan standard yang disesuaikan dengan

keah]iannya masing-masing, yang menjadi wajib untuk diperhatik&n dalam

perekrutan tidak asal mengambil tenaga kerja tapi melalui tes yang dilakukan
dengan menggunakan tiga cara yakni tes tulis, tes potensi akademik, tes

7 Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Histori dan Kontemporer, h. 106.
** Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Histori dan Kontemporer, h. 110,
** Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Histori dan Kontemporer, h. 110,
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pengalaman dalam lapangan terkait pengelolaan zakat melalui wawancara.
Proses seleksi akan diumumkan jika sudah selesai dengan melihat hasil
tes kualifikasinya.”

Adanya penjelasan yang derail tentang proses perekrutan, ada 3

(tiga) jenis wawancara:

Tabel 14.1 Jenis wawancara penilaian kerja.*'

Jenis wawancara Sasaran wawancara

1. Kinerja karyawan dapat Membuat rencana pengembangan: yaitu membahas
dipromosikan rencana karir karyawan tersebut dan mengembangkan
kebutuhannya untuk beralih kejabatan berikutnya.

2. Memuaskan, tapi tidak Mempertahankan kinerja: yaitu karyawan yang
dapat dipmrnusilcan lcincrjanya memuaskan tetapi tidak rnunglcin
dipmrnmikan lccrnunglcinan tidak ada lagi ruang
dalam pcrusahaan, selain itu ada juga l(aryawan yang
senang dcng;m keadaan sckarang dan rtidak ingin
dipr(ll‘n(lsilcan, Semua ini tidak untuk dipcrl‘)aiki
dan dikcmbangkan melainkan dipcrtahankan kincrja
yang memuaskan. Pilihan yang terbaik biasanya
memberikan insentif yang berarti dan cukup
mem pertahankan kinerjanya yang memuaskan.

3. Tidak memuaskan tapi Merencanakan kinerja: bila kinerja karyawan tidak
dapat diperbaiki memuaskan tetapi dapat diperbaiki yaitu mem-
bentangkan suatu rencana tindakan memperbaiki

kinerja yang tidak memuaskan.

4, Penempatan Hasil Seleksi Karyawan

Setelah melalui beberapa proses panjang dalam perekrutan, hal yang
dilakukan adalah mengumumkan hasil seleksi sesuai dengan kriteria penilaian
yang sudah dibuat. Hal ini dilakukan di BAZNAS Ponorogo, sebagaimana
pernyataan Ketua BAZNAS Kabupaten Ponorogo Luhur Karsanto:

" Wawancara dengan Ahmad Muslih, (Anggota Baznas Ponorogo), wawancara, 14 April 2017,

W Veithzal Rivai, dkk, Llamic Performance Appraisal For Human Capital, Sistem Penilaian
Kinerja SDM Iidami untuk Mengoptimalban Kinerja Perwsabaan (Depok: Gramata Publising,
r.r.), h. 454,
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Setelah seleksi akan ada pengumuman tentang hasil melalui musyawah dan
rapat pengurus BAZNAS mengenai perckrutan anggota yang disepakati
dengan berbagai kuailifikasi.

Apa yang dlakukan BAZNAS Ponorogo, menentukan siapa yang
terpilih menjadi karyawan dan penempatannya sesuai kemampuannya
telah sesuai syariat Islam. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Umar
r.a kepada para sahabat. Khalifah Umar ra. selalu bermusyawarah dan
meminta pendapart dari sahabat, ketika akan menentukan pilihan calon
pegawai yang akan mengemban tanggung jawab besar. Bahkan terkadang,
khalifah memberikan kebebasan dan tanggung jawab pemilihan pegawai
kepada para sahabat setelah memberikan penjelasan tentang karakter
pegawai yang diinginkan.”> Dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab
bertanya kepada sahabat, “Berikan isyarat kepadaku, tunjukkan kepadaku
orang yang pantas untuk aku jadikan sebagai pegawai. Sesungguhnya
aku menginginkan seseorang pemimpin dari kaumnya. Jika semula ia
bukan pemimpin, maka ia seperti pemimpin mereka. Dan jika ia adalah
pemimpin mereka, maka ia adalah bagian dari mereka. Kemudia, para
sahabat menentukan seseorang sesuai dengan karakter yang dijelaskan,

dan khalifah akan menentukan pilihannya.?

5. Penentuan Upah
Suatu pekerjaan pastinya ada hak dan kewajiban yang dilakukan.

Pekerjaan membutuhkan tenaga, waktu dan pikiran untuk menjalaninya
sesuai dengan ketentuan dan awuran yang sudah dibuar oleh perusahaan
atau organisasi. Pengurus dan karyawan adalah orang yang bekerja dalam
suatu perusahaan arau organisasi yang berperan menghidupkan organisasi
atau perusahaan. Sudah semestinya hak dan kewajiban karyawan terpenuhi
dengan diberikan upah untuk mengganti waktu, tenaga dan pikiran.

Sistem pengelolaan BAZNAS Ponorogo memiliki aturan sendiri
sebagai lembaga Amil zakat, terkhusus mengenai penentuan upah. Luhur

Karsanto, men gatakan:

* Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Histori dan Kontemporer, h. 110,
3 Ahmad Ibrahim Abu Sin, Munajemen Syariah Sebuah Kajian Histori dan Kontemporer, h. 110.
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BAZNAS adalah lembaga milik negara yang menghimpun zakar dari
PNS, sudah ada alokasi dana untuk pengelolazakat (Amil) dengan sistem
penggajian perbulan. Alokasi dana yang masuk bukan hanya dari zakat tapi
juga infak dan shadaqoh. Walau bagaimanapun yang disebut dengan Amil
adalah lembaga yang sudah ada SK dari pemerintah dan sudah ditopang

pendanaan dari pemerintah, tinggal kita menjalankan sesuai dengan UUD

vang berlaku di BAZNAS.*

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ahmad Muslih, dengan
pernyataanya:

BAZNAS hadir untuk umart Islam melalui jalur politik negara sehingga

negara bisa memaksimalkan sistem zakat dengan kuat yang dilindungi

oleh UUD, dengan mengelola dana yang sudah ada yang dikucurkan

oleh pemerintah melalui pemotongan gaji PNS.*»

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas
pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyarakan Allah dalam
Firmannya surat al-Ahqaf [46]ayat 19 yang menyatakan bahwa bagi
masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan
dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan

mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

Hal ini juga pernah dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab
ra. la sangat menginginkan memberikan upah kepada para pegawai,
walaupun mereka tidak membutuhkan gaji tersebut untuk memenuhi
keburuhan hidupnya. Alasannya adalah apa yang pernah dilakukan
Rasulullah terkait hal ini. Diriwayatkan, Abdullah bin Umar al-Sa'idi
merupakan pegawai Umar bin Khattab ra. akan tetapi ia menolak
menerima gajinya. Khalifah Umar bin Khattab ra berkata: “Tidakkah
telah aku katakan bahwa engkau mengurusi persoalan kaum muslimin,

tapi kerika aku beri upah, engkau menolaknya.”’

M Wawancara dengan Luhur Karsanto, (KeruaBaznasKota Ponorogo), wawancara, 14
April 2017.

% Ahmad Muslih, (Anggora Baznas Ponorogo), wawancara, 14 April 2017,

* Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Histori dan Kontemporer, h. 115,

77 Ahmad Ibrahim Abu Sin, Munajemen Syariah Sebuah Kajian Histori dan Kontemporer, h. 114
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6. Urgensi Penilaian Kinerja

Bagaimanapun dalam proses pekerjaan dipastikan terdapat evaluasi
kerja unruk meningkatkan kualitas produksi dalam suatu perusahaan,
organisasi dan lembaga dalam upaya menjaga kualitasnya.

Evaluasi kinerja (performance evaluation) yang dikenal juga dengan
istilah penilain kinerja (performance appraisal), performance rating,
pfgfbrm.’mcf dssement, emp.{'ﬂ_yee evaluation, merit, rating, .aﬁfcifmy rating,
service rating, pada dasarnya sebagai proses yang digunakan perusahaan
untuk mengevaluasi job performance. Jika dikerjakan dengan benar, hal ini
memberikan manfaat yang penting bagi karyawan, supervisor, departemen

SDM, maupun perusahaan.’

Kedisiplinan dan keuletan serta istikomah dalam bekerja merupakan
penilaian tertinggi dalam suatu perusahaan, organisasi dan lembaga. Hal

ini sebagaimana pernyataa Ahmad Ghozali, (Dosen Sumber Daya Insani
IAIN Ponorogo):

Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu berbuat sesuai apa yang
diperintahkan dalam Alquran dan Hadis. Makna kerja bukan hanya saja
dimaknai mencari kebutuhan materi/hidup semata melainkan beribadah
kepada Allah Swt. dengan niat karena Allah. Setiap pekerjaan yang kita
lakukan dengan membaca bismillah semua akan bernilai ibadah. Sama
dengan pekerjaan yang dilakukan dengan disiplin, keuletan serta istiqgomah

akan menghasilkan kerja yang maksimal dan bernilai ibadah.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Luhur Karsanto (Ketua BAZNAS
Ponorogo):

Dalam menentukan kualitas pekerja perlu adanya evaluasi kinerja dengan

poin-poin penilaian yang sudah dibuat untuk bisa mengetahui seberapa

besarkah kualitas Sumber Daya Insani.Ini kita lakukan setiap satu tahun

sekali dengan penilaian yang bertahap.®
Penilaian kinerja yang dilakukan BAZNAS Ponorogo telah sesuai

dengan ajaran Islam. Penilaian kinerja merupakan bagian dari pengawasan

3 Veithzal Rivai, dkk, Ilamic Performance Appraisal For Human Capital, Sistem Penilaian
Kineria SDM Lilami untwk Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan, h. 32.

¥ Ahmad Ghozali, Dosen Sumber Daya Insani (SDI}, IAIN Ponorogo, wawancara 12
April 2017.

A Luhur Karsanto, (Ketua Baznas Kora ponorogo), wawancara 14 April 2017 .
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yang dilakukan pimpinan organisasi dalam menilai kinerja karwayannya.
Sebab, pengawasan pada dasarnya tidak hanya diawasi oleh pimpinan
perusahaan ataupun organisasi. Secara substantif dalam Islam, pengawasan
selalu ada dalam kehidupan ini. Jika manusia memahami tentang malaikat
dan tugasnya, bahwa malaikar ada yang bertugas mengawasi hamba-
Nya siang dan malam, maka manusia tdak akan meninggalkan hak
dan kewajibannya sebagai hamba. Jika manusia paham tetang ayat yang
terdapat dalam surat al-Ra’ad [13] ayat 11 tentu tidak akan meninggalkan
pekerjaannya.”!

Penutup

Sumber Daya Insani hadir sebagai ilmu untuk memanagemen sumber
daya manusia secara Islami yang sesuai dengan Alquran dan hadis.Pada
hakikatnya pekerjaan jika dilakukan dengan niat beribadah akan memiliki

nilai yang lebih dibandingkan dengan kerja hanya unrtyk materi.

erencanaan Sumber Daya Insani yang berkualitas meliputi tingkat
pendidikan, skill, pengalaman, usia dan lainnya untuk masing-masing
jabatan dalam struktur organisasi. Setelah dilakukan identifikasi, dapat
diketahui adanya lowongan pekerjaan atau jabatan. Selanjutnya dapat
dirumuskan tentang perekrutan tenaga untuk mengisi kekosongan jabatan/
pekerjaan tersebut, yang meliputi metode perekrutan, persyaratan pelamar
dan berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan. BAZNAS Ponorogo melakukan
perekrutan anggara sesuai dengan aturan yang dibuar oleh UUD BAZNAS
dengan memberikan pengumuman di Blog intemet dan media yang lain
dengan menggunakan seleksi. Setelah seleksi selesai, akan ada pengumuman
tentang hasil melalui musyawah dan rapat pengurus BAZNAS mengenai
perekrutan anggota yang disepakati dengan berbagai kualifikasi.

BAZNAS Ponorogo adalah lembaga milik negara yang menghimpun
zakat dari PNS, sudah ada alokasi dana untuk pengelolazakat (amil)
dengan sistem penggajian perbulan. Alokasi dana yang masuk bukan

hanya dari zakat tapi juga infak dan sedekah. Dalam menentukan kualitas

W Veithzal Rivai, dkk, Llamic Performance Appraisal For Human Capital, Sistem Penilaian
Kineria SDM Lilami untwk Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan, h. 11.
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pekerja, BAZNAS Ponorogo, melakukanevaluasi kinerja dengan setiap
satu tahun sekali dengan penilaian yang bertahap dan dengan poin-poin

penilaian yang sudah dibuat
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Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial

Moh. Mukri

Abstract: Polygamy: Between The Text and Socio Historical Context. This article
discusses the proposition of 'Syara1 concerning polygarny. The aim is to find out the
rulaticmship berween literal m eaning of the rext and the socio-historical context undcrlying
the issuance of the provosion. This stud}f utilizes historical, rextual appmach to obtain a
vivid, com pmhcnsivc perspective of the literal and contextual meaning. As it is alrcad}f
known, the proposition of polygamy is Surah an-Nisa’: [4]: 3 plus a number of hadiths
rclating the issue. :\ccurding to hiﬁmry, the reasons undurl}fing the revelatdon of Surah
an-Nisa’: [4]: 3, actually, was to reprimand companions who wanted to marry orphans
in their guardianship but unwilling to give d(]“’l’:{ as much as when thc:( married other
women. Thus, the verse was not mln:l_v about pc:l_vgarny or limiration of the number of
wives, but it also contained a criticism against contemporary tradidon which tended to
be al’l’Jitl'Ell’“r’ in rclr:asing lust. Furthermore, pul_vgarny itself is not recommended nor even
irnpulsivc in Islam. As the above-mentioned shura irnplics, Islam prcﬂ'rs monogamy than
pul}’gam}’, as it imposes difficulr condirion for those who wanr to do pul_vgarn_v.

Ke:yword: pul}fgam yin Islam

Abstrak: I’oligatlﬁ dalam Konteks Nas. Artikel ini membahas dalil Syara tentang p(]ligarni.
Tujuannya untul rncngctahui hubungan antara makna harfiah teks dcngan konteks
sosio-historis yang mendasari ptntrbitan lcctctapan tersebut. Penelitian ini rnmggunakan
pcndckatan historis, tekstual dan kontekstual untuk rnL"ran‘mlL‘h pcrspcktif yang jclas dan
knrnprchcnsif tentang makna harfiah dan konteks suaru dalil. Scpcrti yang sudah diketahui,
dalil tentang poligami dalam al-Quran adalah Surah an-Nisa’: [4]: 3 ditambah sejumlah hadits
yang berkaitan dcngan masalah tersebut. Menurue mjarah, alasan yang mendasari turunnya
Surah an-Nisa’: [4]: 3, sscbcnarn}q, adalah untuk menegur sahabat yang ingin menikahi anak
yatim piatu dalam pcrwalian mereka tetapi tidalk mau memberi mas kawin sama seperti ketika
mereka menileahi wanita lain. Dcngan demildan, ayat itu tidak semata-marta tentang p(lligarni
atau pumbatasan jurnlah istri, tetapi juga rnung:mdung leritik tr:rhadap tradisi knntcmpurcr
yang ccndcrung sewenang-wenang dalam mdampiaskan nafsu. Lebih jauh lagi, puligarni
itu sendiri tdak disarankan atau bahkan di\wjiblcan dalam Islam. Lebih jauh lagi, puligarni
itu sendid ddak dianjurlcan atau bahkan diwajiblcan oleh Islam. Scpcrti disebutkan secara
irnpli.s‘it dalam ayat di atas, Islam lebih memilih monogami d;lripada pulig:lrni, larena itu

membebankan kondisi sulit bagi mereka yang ingin melakukan puligarni.

Kata Kunci: pclligami dalam Islam
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Pendahuluan

Secara etimologi kata poligami berasal dari bahasa Yunani, poly atau
polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berard kawin
atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berart “suatu perkawinan
yang jumlah istrinya banyak™ atau “suatu perkawinan yang lebih dari
seorang , baik pria maupun wanita. Poligami bisa dibagi menjadi dua
pengertian yakni poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan
seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan
poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang
perempuan.’ WJS. Poerwadarminta mengartikan poligami sebagai adat
seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.? Sementara dalam konteks
agama Islam, poligami diistilahkan dengan raaddud al-zawjah. Poligami
dalam pandangan al-madzihib al-arba'ah yakni Imam Abd Hanifah,
Imim Malik, Imim Syifi'i, dan Imim Ahmad, hukumnya adalah mubah.?
Dasar dari poligami secara normatf, terdapat dalam Surar al-Nisa [4]
ayat 3 yang berbunyi:

5 G5 23 5 KIS il Gilf 3 LB ST AL )5

iz - % - z .= %% ohre T pe e o
(108318 as e eSS L S I AL 58 5
“..dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya’

Selain itu, dijelaskan juga dalam firman Allah Alquran Surat al-Nisd’
[4] ayat 129:

o

§eo A S5 R 55 Al s S SRS s

' Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “Ensiklopedi Islam,” 4 (Jakarta: PT. Ichtar Baru
Van Hoeve, 1994), h. 107.

* W].5 Poerwadaminta, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 763.

¥ Lihat selengkapnya Abdurrahaman Al-Jaziry, al-Figh Ali al-Madzibib al-Arba’ ah, 1V
(Bayrur: Darul Fike, 1996).
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“...dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara
isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,
karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu
cintat), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelibara diri (dari kecurangan), maka

sesunggubnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.

Berbagai kajian telah mengupas tentang poligami, baik dari

pemikiran tokoh maupun dalam perspektif berbeda.® Terkait hal ini,

4 Berbagai pemikiran dituangkan menyikapi persoalan poligami, di anrara arcikel
yvang membahas poligami adalah Adk Wartini. “Poligami: dari Figh Hingga Perundang-
Undangan.” HUNAFA: Jurnal Smudia Ilamika 10, no. 2 (2013): h. 237-268. Leli Nurchmah.
“Poligami Saatnya Melihat Realitas.” furnal Perempuan 31 (2003): h. 31-45. Kristi Poerwandari.
“lusi Poligami.” furnal Perempuan Menimbang Poligami 31 (2003). Siti Hikmah. “Fakra
Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.” Sawiwa: Jurnal Studi Gender 7, no. 2
(2012): 1-20. Agus Sunaryo. “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normartif-Sosiologis).” Yin
Yang 5, no. 1 (2010): h. 143-167. Anne Louis Dickson. “Pandangan Ibu-ibu ‘Aisyiyah di
Malang Terhadap Poligami.” Fakwltas lmu Sosial dan Himw Politik. Universitas Muhammadiyah
Malang (2007). Abdul Mustagim. “Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur” Jurnal Stedi
I al-Quran dan Hadis, vol. 8, 2007) (2007). Budi Rajab. “Meninjau Poligami; Perspekeif
Antropologis dan Keharusan Mengubahnya.” Jurnal Perempuan 31 (2003): h. 67-84. Hamim
Ilyas. “Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam.” Musawa: Jurnal Swudi Gender dan Idam 1,
no. 1 (2002): h. 19-26. Ertan Yilmaz, Lut Tamam, and Ufuk Bal. “Polygamy and its Effect
on Mental Health/Poligami ve Ruh Sagligina Etkileri.” Prikiyatride Guneel Yaklasimlar/Current
Approaches o Peychiarry 7, no. 2 (2015): h. 221-229. Abdul Jalil. *Wanita dalam Poligami (Studi
Pemikiran Muhammad Syahrur).” furmal Cendebia 2, no. 1 (2018). Lia Noviana. “Persoalan
Prakiik Poligami dalam Masyarakar Islam.” furnal! Salam 15, no. 1 (2012). 1. A. Sadnyini,
and Jurnal Studi Jender Srikandi. “Poligami dan Kesengsaraan Perempuan.” Jurnal Studi fender
Srikandi 6, no. 1 (2010). Ali Imron. “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan.” Qistie
Jurnal Imuw Hukwm 6, no. 1 (2012). Ahmad Khoirul Fata, and Mustofa Mustofa. “Menyoal
Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami.” Al-Ullisn 13, no. 2 (2013): h. 415-434.
Abdul Mustagim. “Pemikiran Fikih Kontemporer Muhamad Syahrur Tentang Poligami dan
Jilbab.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hulwm Llon 5, no. 1 (2011): h. 67-80. D Nasri. “Pespekif
Orang Minang Terhadap Poligami dalam Novel Sivi Nurbaya.” Jurnal Multilingual 1 (2010):
h. 93-109. Ahmad Haries. “Poligami dalam Perspektif Ali Asghar Angineer dan Relevansinya
dengan Konrteks Indonesia Kekinian.” furnal Mazahib 4, no. 2 (2007). Amrie Hakim. “Poligami,
Masalah Krusial dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan” furnal Hukum Jentera Online 25
(2003). M Ending. “Poligami: Adilkah Kita?[Polygamy: Is it Fair for Us?].” Qawiwam: Journal
for Gender Mainstreaming 1, no. 1 (2006): 107A11. Raihanah Abdullah. “Berpoligami: Antara
Hak Suami dan Hak Isteri Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia.” Jurnal
Syariah 11, no. 1 (2003): h. 131-146. Ema Khotimah. “Prakiik Pernikahan Poligami pada
Istri Ulama: Tinjauan Fenomenologis.” Prosiding SNalPP: Sosial, Fkonomi dan Humaniora 1,
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penulis akan mengkaji poligami dalam konteks nas baik Alquran maupun
hadis. Terkhusus teks dan konteks hadis, penulis menzakhrij hadis terkair

poligami.

Poligami dalam Teks Hadis

Mengenai poligami ada beberapa hadis yang bisa dijadikan sebagai
sumber rujukan,” akan tetapi di sini akan dibahas hadis yang hanya dari
kasus Qais bin al-Harits. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Sunan

Abt Dawud dalam Bab Fif Man Aslama Wa Tndabu Nisi'un Aktsara Min
Arba (Au Ubktahin), yang berbunyi:®

CiA b\mwm}hm‘jcwbmaw 3is

o .
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no. 1 (2017): h. 93-120. Yuli Picriana, Emi Zulaifah. “Pengetahuan Poligami dalam Islam dan
Sikap Terhadap Poligami pada Wanita Muslim.” Pikologiba: furnal Pemikiran dan Penelitian
Prikologi 10, no. 20 (2005).

* Hal ini seperti kasus masuk Islamnya Ghailan bin 5alamah yang memiliki sepuluh
istri, kemudian Rasulullah bersabda, “Khude Minhunna Arbaan”. Hadis ini diriwayatkan oleh
al-Turmudzi dalam Kitab an-Nikah Bab Ma Jaa Fi al-Rajul Yuslimu Waindahu Asyra Niswah,
hadis yang ke 2721. Imam Ahmad juga meriwayatkan didalam Musnad-nya. Lihat Ibnu Majah,
Sunan Tbnw Majah, 1 (Bayrur: Dar al-Fike, 2004), h. 612.

“Abli Dawud Sulaiman bin Al-Arsast Al-Sajastani, Suman Abi Dawnd, 2, Hadis No 2241
(Bayrur: Dar al-Fike, 2003), h. 248
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Bila diskemakan hadis tersebut sebagai berikut:

l Nabi
l Haris bin Qais

Hurmaidah bin
Syamardal

l Ibru Abi Laila
i Musaddah bin Wahhab bin
Husyeim Umai Baqiyyah al-
mairah
Asadi

Untuk mengetahui kualitas hadis tersebutr, maka penulis akan men-

deskripsikan masing-masing sanad yang tertera dalam hadis tersebur.

Abu Dawud nama sebenarnya adalah Sulaiman bin al-Asyast bin
Saddad bin Amr bin Amir (Imran). Ibnu Dasah dan al-Ajiri menyatakan
bahwa nama ia adalah Sulaiman bin al-Asy’ast bin Ishaq bin Basyir bin
Syaddad. Ia biasanya meriwayatkan hadis diantaranya dari jalur Abi
Salmah al-Tabudzaky, Abli Walid al-Thayalisi, Muhammad bin Katsir
al-Abadi, Muslim bin Ibrahim, Abti Amr al-Audi, Ab(i Taubah al-Halabi.
Sementara jalur yang mengambil periwatan dari Abli Dawud (anbu) di
antaranya adalah Abt Ali Muhammad bin Ahmad bin Amr al-Lu'lu’i,
Abt al-Thayyib Ahmad bin Ibrahim bin Abdul Rahman al-Asynani, Abu
Amr bin Ahmad bin Ali bin al-Hasan al-Basyari dan Abu Sa’'id Ahmad
bin Muhammad bin Ziad al-Arabi.”

7 Syihabuddin Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, Tahdzib Al-Tahdzib (Bayrut: Dar
al-Fike, 1995). Dimuraja’ah oleh Sidqi Jamil Al-Athar, Tahdzib Al-Tabdzib, 3 (Bayrue: Dar al-
Fikr, 1993), h. 458,
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Mengenai kepribadiannya, Ahmad bin Muhammad bin Yasin al-
Harwi menyatakan bahwa Abu Dawud adalah salah seorang hafidz(huffadz
al-Islam) untuk masalah hadis dan ilmu hadis, dan jalur sanadnya dalam
posisi derajat yang paling tinggi, orang yang menjaga kehormatan
diri (affaf), baik, dan wara. Ab( Misa bin Haris menyatakan bahwa
diciprtakan Abti Dawud di dunia untuk hadis, dan di akhirat unruk
surga. Al-Hakim menyatakan bahwa Abl Dawud adalah Imam ahli hadis
di masanya tanpa pertentangan. Ibnu Hajar al-Asqalani menulis dalam
kitabnya 7ahdzib at-1ahdizb mengutip pendapat Misa bin Harun yang
menyatakan bahwa ia (Musa bin Harun) tidaklah melihat seseorang yang
lebih utama (afdal) dibanding Abi Dawud. Dan ia (Misa bin Harun)
memerintahkan Ahmad Muhammad bin Yahyi bin Abi Saminah untuk
menuliskan hadis yang datang dari Abi Dawud. Sementara Muslimah
bin Qasim menyatakan bahwa Abt Dawud adalah siggah, zahid (ahli
zuhud), mengetahui tentang hadis (arifan bi al-hadis), seorang imam

pada masanya.®

Husyaim nama sebenarnya adalah Husyaim bin Basyir bin al-Qasim
bin Dinar al-Sulami, Abtt Muawiyyah bin Abi Khozim al-Wasithi. Biasanya
ia meriwayatkan hadis di antaranya dari jalur bapaknya, saudara kakak
Bapaknya yakni al-Qésim bin Mahran, Abdul Muluk bin Umair, dan
Yala bin ‘Atha. Sementara yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya
adalah Malik bin Anas, Syu'bah, al-Tsauri, anaknya yakni Sa'id, dan
Ibn al-Mubirak.” Mengenai kepribadiannya, Ahmad bin Sinan dari Ibn
Mahdi menyatakan bahwa, menurutnya, hafalan Husyaim itu lebih kuat
dari pada hafalan Abi ‘Awinah, sementara tulisan Abi ‘Awinah lebih kuat
daripada hafalan Husyaim. AlI'Ajali menyatakan Husyaim adalah seorang
yang moderat lagi tsiggah. Ibn Abi Hatim menyatakan bahwa bapaknya
pernah ditanya tentang Husyaim dan Yazid bin Harun, maka bapaknya
berkata bahwa Husyaim adalah lebih hafal dibanding Yazid bin Harun.
Maka aku (Ibn Abi Hatim) bertanya kepada bapaknya tentang Husyaim,
maka bapaknya menjawab bahwa ia adalah seorang yang #siggah, dan ia

¥ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Tahdzib Al-Tahdzib, Dimuraja’ah
Oleh Sidqi Jamil Al-‘Achar, Tahdzib Al-Tabdzib, h. 459.
¥ Sidqi Jamil Al-Athar, Tabdzib Al-Tahdzib, 4: h. 66.
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juga seorang yang lebih hafal dibanding Abi ‘Awinah. Ia berkata, bahwa
Abl Zar'ah bertanya tentang Husyaim dan Jarir, ia pun menjawab bahwa
Husyaim adalah orang yang lebih hafal dibanding Husyaim dan Jarir.

Ibn Sa'ad menyatakan bahwa Husyaim adalah #siggah, banyak
hadisnya. Al-Harabi menyatakan bahwa Husyaim meriwayatkan hadis-
hadis dengan makna. Yazid bin Harun menyatakan bahwa, “Tidaklah aku
melihat orang yang paling hafal hadisnya dari pada Husyaim kecuali al-
Tsuari”. Al-Husain bin al-Hasan al-Rumi, ia menyatakan, “Tidaklah aku
melihat seseorang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Swt. selain
Husyaim”. Ibnu Hibban menyebut Husyaim dalam kitabnya a/-Tsiggar."

Musaddad nama lengkapnya adalah Musaddad Musarhal bin
Musalbal bin Mustaurid al-Asadi, al-Bashari, atau panggilan lainnya
adalah Abt al-Hasan. la adalah seorang yang tsiggar lagi hdfidz. Ada
yang menyatakan bahwa ia adalah seorang yang pertama menulis kitab
al-Musnad di Bashrah, ia meninggal pada tahun 28 H. Dikatakan pula
nama ia adalah Abdul Muluk bin Abdul Aziz. Nama Musaddad adalah

nama lagab-nya."

Jalur periwayatan hadis, biasanya dia meriwayatkan dari Abdullah
bin Yahya bin Abi Katsir, Husyaim, Yazid bin Zari’, Isi bin Ylnus
Fudail bin lyad, Mahdi bin Maimun, Juwairiyyah bin Asma, Ja'far bin
Sulaiman, Hammad bin Yazid, Abi al-Ahwash, dan lainnya. Sementara
yang mengambil periwayatan darinya adalah al-Bukhiri, Aba Dawud, al-
Turmudzi, al-Nasa'i dengan perantaraan Muhammad bin Muhammad bin
Khilad al-Bahili, Ahmad bin Muhammad bin Madwiyyah, Muhammad
bin Sa'id al-Dandani, dan lainnya.'*

Mengenai kepribadiannya, Abti Zar'ah berkata, bahwa Ahmad bin
Hanbal berkata kepadanya bahwa Musaddad adalah shadiig. Za'tar bin
Abi Usman berkata, “Aku berkata pada Ibn Mu'ayyan tentang siapa yang

paling banyak menulis di Bashrah? Maka ia menjawab, “Saya menulis

" Sidqi Jamil Al-Achar, Tabdzib Al-Tahdzib, 4:68-69.

"' Lihat Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Tabdzib Al-Tabdzib. Dimuraja’ah
oleh Sidqi Jamil Al-Athar, Tahdzib Al- Tahdzib, 2:579.

12 Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Tahdzib Al-Tahdzib. Dimuraja’ah
oleh Sidqi Jamil Al-Athar, Tahdzib Al- Tahdzib, 8:130.
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hadis dari Musaddad, karena dia adalah #iggah, tsiggah”. Muhammad bin
Harun al-Fallas dari Ibn Mu'ayyan menyatakan bahwa ia adalah shadiiq.
Al-Nasa'i menyatakan bahwa ia adalah #siggah. Al-Ajali menyatakan bahwa
Musaddad Musarhal bin Musalbal bin Mustaurid al-Asadi adalah #iggah.
Ibnu Abi Hatim dari bapaknya menyatakan bahwa Musaddad adalah
tsiggah. Al-Bukhiri menyatakan bahwa Musaddad meninggal pada rahun
228 H. Ibnu Hajar menyatakan mengutip pendapat Ibn Qani’ bahwa
Musaddad adalah #siggah. Ibnu Adi juga menyatakan bahwa Musaddad
adalah orang yang paling pertama menyusun a/~Musnad di Bashrah. Ibnu
Hibban menyebutnya dalam kitab a/-Tsigqat, sementara dalam rarikh
al-musajja nama Musaddad adalah Abdul Muluk bin Abdul Aziz."

Wahhab bin Bagiyyah bin Usman bin Syabur bin ‘Ubaid bin Adam
bin Ziad al-Wasithi, disebut juga Abt Muhammad atau juga Wahban. Ia
adalah #siggat, meninggal pada tahun 39 H pada usia 95/96 tahun.' Jalur
periwayatannya biasanya ia meriwayatkan hadis dari jalur Hammad bin
Zaid, Ja'far bin Sulaiman al-Dhob’i, Husyaim, Salim bin Ahdhar, Abdul
A'la bin Abdul A'la, Khilid bin ‘Abdullah, ‘Umar bin Yanus al-Yamani,
Abi Mu'awiyah, dan lainnya. Sementara yang meriwayatkan hadis darinya
adalah Muslim, Abt Dawud, al-Nasa'i biasanya meriwayatkannya melalui
jalur Zakaria al-Sajri yang diambil dari jalur Wahhab bin Baqiyyah, Aba
Zarah al-Razi, Ibn Abi Ashim, Hanbal bin Ishig, Abd al-Qisim al-
Baghiwi, dan lainnya. Mengenai kepribadiannya, Hésyim bin Murtsad
dari Ibn Mu'ayyan menyatakan bahwa Wahban adalah #iggah. Al-Khatib
menyatakan bahwa Wahhab bin Baqiyyah adalah #iggah. Ibn Hibban
menyebutnya dalam kita al-Tiiggat. Ibn Hajar menyatakan mengutip
pendapat Muslimah bahwa Wahhab bin Bagiyyah adalah #iggab.
Wahhab bin Baqgiyyah menurut Bahsyal dilahirkan pada tahun 155 H
dan meninggal pada tahun 239 H."

Ibnu Abi Laila nama lengkapnya adalah Abdul Rahman bin Abi
Laila. Namanya adalah Yasar, dan dikatakan pula Bilal, selain itu dikarakan
pula Dawud bin Bilil bin Bulail bin Uhaiyhah bin al-Julah bin al-Harisy

'* Sidqi Jamil Al-‘Achar, Tabdzib Al-Tahdzib, 8 : h. 131.
" Lihat Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Tabdzib Al-Tahdzib, h. 651.
'* Lihat Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, 9 : h. 176.
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bin Jahjaba bin Kulfah bin ‘Auf bin ‘Amr bin ‘Auf bin Milik bin ‘Aus
al-Anshiri al-Ausi, Abhi Isa al-Kafi, orang tuanya bernama Muhammad.
Biasanya jalur periwayatan hadisnya di antaranya adalah jalur dari
bapaknya, “Umar, ‘Usman, ‘Ali, Sa'ad, Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal,
al-Miqdad, Ibn Mas’ad, Abt Dzar, Ubay bin Ka'ab, Bilil bin Rabah,
Ibn ‘Umar, dan lainnya. Sementara jalur periwayatan hadis dari dirinya
adalah anaknya yaitu Isi, cucunya Abdullah bin Isi, ‘Amr bin Maimun
al-‘Audi, Abdul Muluk bin Umair, dan lainnya.

Mengenai kepribadiannya, Ishiq bin Manshar dari Ibn Mu’ayyan,
bahwa Ibn Abi Laila adalah #siggah. Al-Ajali berkata bahwa ia adalah
orang Kuffah dan dari kalangan Tabi’in."

Humaidah bin al-Syamardal al-Asadi al-Kiifi adalah magéil (diterima),
tethimpun dalam Ibn Mijah, ia disebut juga dengan nama Humaidah
binti al-Syamardal.'” Biasanya ia meriwayatkan hadis dari Qais bin al-
Haris. Sementara yang meriwayatkan jalur hadis dari dirinya adalah
Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Laila, Sulaiman al-Syaibini,
Muhammad bin al-Saib al-Kalabi, dan lainnya. Mengenai kepribadiannya,
Ibn ‘Adi dalam kitabnya a/-Kdmil menyatakan bahwa tidaklah ia memiliki
hadis kecuali dua atau tiga hadis. Ibn Hibban menyebut namanya dalam
kitab al-Tsiggat. Nama Humaidah bin al-Syamardal termaktub dalam
kitab Sunan Ibn Majah. Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan, mengutip
pendapat Ibn al-Qartan, bahwa tidak diketahui keadaannya. Ibn al-Sakan

mendhaifkan hadisnya. Al-Bukhiri menyatakan dengan istilah fihi nadzar.
Sementara al-Aqili dan Ibn al-Jarud menyebutnya bagian dari al-dhuafi.”®

Qais bin al-Haris bin Jidar bin al-Asadi, dikatakan pula al-Haris bin
Qais bin al-Aswad, atau dikatakan pula Ibn Amirah, ia adalah kakeknya
Qais bin al-Rabi. Jalur periwayatan hadisnya biasa dari Humaidah bin
al-Syamardal dalam hadis aslamtu wa indi tsamanu niswatin fadazakartu
dzalika li an-nabiyyi shallalahu ‘alaibi wasallam fagala: “lkbtar minhunna
arbaan”. Ibn Hajar menyatakan mengambil pendapat al-Baihaqi yang
men-7djih riwayat seseorang yang berkata kepada al-Haris bin Qais. Dan

' Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, 5 : h. 166.
'" Lihat Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, 1 : h. 144
' Lihat Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, 2 : h. 469.
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di dalam 7arjamah, Qais bin al-Rabi’ dari jalur Ibn Sa'ad berkata, bahwa

ia adalah termasuk anak dari al-Haris bin Qais yang masuk Islam dan
mempunyai delapan isteri, dan ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh
Abt Dawud dan Ibn Majah."

Dari pemaparan kepribadian dan kualitas personal periwayatan dari
jalur sanad yang telah dijelaskan di atas tidak ada yang memiliki cacat,
dan semuanya dianggap tsiggab.

Sementara dari hadis yang kedua, yakni periwayatan dari jalur
Ibnu Majah dalam Bab a/-Rajul Yuslimu Wa ‘Indahu Aktsar Min Arba’
Niswatin, yang berbunyi:*

uf-JJd‘ d‘u@r@’” G35 & ’"J;-d‘r&bd 13 3 |
Sxey G2 6 _UL:L\ O e EUVEIRN: JS’,L.J\
&]L/UJL_..«.LA.% %ﬂjm&\y ‘_Q.JHJ” gj..:.«b:__flto.-l

,{(Lq_} t HJ}G""“, _,M-'\" JLA..%
Jalur periwayatan hadis tersebut bila diskemakan sebagai berikut:

M abi

Crais bin al-
Haris

Humaidah bin
Syamardal

l IbnuabiLaila

LJ L]
- Ahmad bin lbrahim
Husyaim .
ad-Draurugi
|

" Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, 6 : h. 522,
* Tbnu Majah, Sunan Thuu Majah, 1 : h. 612.
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Untuk mengetahui kualitas hadis tersebut, maka penulis akan men-

deskripsikan masing-masing sanad yang tertera dalam hadis tersebur.

Ibn Majah nama sebenarnya adalah Muhammad bin Yazid al-Raba’i,
Abt Abdillah bin Majah al-Qazwuini al-Hifidz. Jalur periwayatan dari Ibn
Majah adalah Ali bin Sa'id bin Abdillah al-Ghadani, Ibrahim bin Dinar
al-Jarsyi al-Hamdani, Abt al-Thayyib Ahmad bin Ruh al-Masy'arani,

Ishiq bin Muhammad al-Qazwuini, dan lainnya.*’

Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan kumpulan hadis Ibn Majah
dalam kitabnya bagus, terdapat pula di dalam hadisnya yang lemah
sekali, sehingga menurut Ibn Hajar, bahwa sampailah al-Sara berkara,
“Kadang kala kbabar yang sendirian dalam hadisnya sering lemah.....
bila dijumlahkan maka terdapat dalam hadisnya terdapat hadis yang
munkar”. Ibn Hajar juga menyatakan bahwa ia mendengar al-Héifidz
Abal Hujjaj al-Mazi berkata, “Setiap apa yang sendirian dari Ibn Majah
maka ia adalah lemah, dalam ardan hadis yang terdapat dalam kitabnya
dan rtidak terdapat dalam kitab imam yang lima, maka hadis tersebut

22

biasanya lemah”.

Ahmad bin Ibrihim bin Katsir bin Zaid al-Dauraqi al-Nukri al-
Bagdidi, disebut juga dengan nama Abh ‘Abdillah. Ia adalah #iggah,
meninggal pada tahun 46 H.” Ia biasanya meriwatkan hadis di antaranya
dari Hafs bin Ghayyats, Jarir, Hisyim, Mubasyir bin Ismail al-Halabi
dan Khilid bin Mukhalid. Sementara yang mengambil periwayatan dari
Ahmad bin Ibrihim di antaranya adalah Imim Muslim, Ab(i Dawud,
al-Turmudzi, Ibn Majah, dan Hanbal. Mengenai kepribadiannya, Aba
Hitim menyatakan bahwa ia adalah shadiig. Shalih Jazrah menyatakan
bahwa Ahmad bin Ibrihim adalah seorang yang paling banyak hadisnya,
paling mengetahui tentang hadis, ia adalah #siggah. Ibn Hajar al-Asqalani
dalam kitabnya 7a2hdzib at-1ahdizbh, mengambil pendapar al-Aqili, bahwa
ia adalah #siggah. Al-Khalili dalam kitabnya al-Irsydd, menyatakan bahwa
ia adalah riggah muttafag ‘alaih, 1bn Hibbin juga menyebutkan nama

2! Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Tahdzib Al-Tabdzib, 7 : h. 498.
** Lihat Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Tahdzib Al-Tabdzib, 7 @ h. 499.
* Lihat Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, 1 : h. 11.
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Ahmad bin Ibrihim dalam kitabnya a!—]’féqqat.“

Sementara untuk nama Husyaim, Ibn ‘Ali Laila, Humaidah bin
Syamardal dan Qais bin al-Harits, telah dijelaskan di atas. Jadi, hadis
ini juga bernilai baik, karena semuanya tidak mempunyai cacar.

Poligami dalam Konteks Nas Alquran dan Hadis

Secara historis-sosiologis, berabad-abad sebelum Islam diwahyukan,
masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan
poligami.” Pada masyarakat Mesir kuno misalnya, dalam catatan sejarah
bahwa praktik poligami dianggap hal yang wajar asalkan calon suami mau
berjanji akan membayar uang yang banyak kepada isteri pertama apabila
nanti suami menginginkan untuk menikah lagi. Di berbagai bangsa
Timur kuno seperti Siria, Babylonia dan Madyan memiliki anggapan
bahwa praktik poligami merupakan hal yang suci karena orang-orang
yang mereka anggap suci (raja-raja) melakukan poligami. Di Cina pun

demikian, seorang laki-laki berhak mengawini seorang arau beberapa

# Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, 1: h. 42.

2% Istilah poligami telah dikenal dalam masyarakat pra Islam. Selain poligami, ada beberapa
istilah perkawinan vang telah mentradisi. Pertama, perkawinan al-istibda’, yaitu seorang suami
yang meminta istrinya apabila sudah suci dari haidhnya untuk melayani seseorang vangrerkenal
dengan kemuliaan, keberanian, dan kecerdasannya. Tujuannya untuk memperoleh keturunan
vang memiliki sifar laki-laki tersebur. Kedua, perkawinan al-rabthun, seorang wanita yng digauli
beberapa laki-laki, apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan, maka wanita itu memanggil
seluruh laki-laki yang menggaulinya. Kemudian ia menunjuk salah sawu dari laki-laki tersebur
untuk dijadikan nasab ayah untuk anaknya dan ridak ada lagi bagi laki-laki rersebur unruk
menolaknya. Ketiga, perkawinan maqeh’, seorang anak laki-laki mengawini ibu tirinya setelah
ayahnya meninggal dunia. Keempas, perkawinan badal, yaitu dua orang suami saling rukar
menukar isteri mereka tanpa cerai, dengan tujuan unruk memuaskan libido seksual mereka dan
untuk menghindari dari kebosenan. Kelima, perkawinan shighar, seseorang yang mengawinkan
anak peempuannya atau saudara perempuannya dengan tanpa mahar atau berlaku sebaliknya.
Keenam, perkawinan baghaya, jenis perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan al-rathun,
vang membedakan dalam perkawinan daghaya ini wanita (pelacur) tersebur menisbarkana anaknya
kepada laki-laki yang paling mirip wajahnya dengan anaknya tersebut. Kemgaeh, perkawinan al-
ires, seorang isteri yang ditinggal mari oleh suaminya dan yang ridak memiliki anak laki-laki,
ia menjadi warisan kerabat suaminya. Kedelapan, perkawinan mutiah, vairu perkawinan yang
bersifar sementara dengan cara menentukan kurun wakwu pernikahan dan bayarannya. Kesembilan,
pertkawinan abbdan, perkawianan kongsi, jika wanita it banyak yang menyukai, maka laki-
laki yang menggemarinya itu dapat berkongsi untuk menjadikannya isteri bersama. Kesepulub,
perkawinan sewa/gadai, vakni seseorang menggadaikan anak gadisnya dalam jangka waktu tertentu
dengan sejumlah vang sewa. Lihat Haikal, Rebasia Perkawinan Rasulwllah SAW (Jakarta: Rajawali
Press, ), h. 14.
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orang wanita jika isteri yang pertama tidak bisa memberinya keturunan,
tetapi dalam kasus ini isteri pertama menjadi ratu dari para isteri yang
lain. India pun demikian, praktik poligami terjadi di kalangan kerajaan
dan konglomerat, biasanya motif berpoligami karena isteri pertama tidak
memiliki keturunan atau emosional. Artinya, mengutip istilah Mushr
Husain al-Jahrani, prakeik poligami merupakan budaya yang melekat
sepanjang peradaban umat manusia, baik yang terjadi di kalangan

26

masyarakat yang berperadaban tinggi maupun rendah.

Bila merujuk kitab Taurat dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman memiliki
1000 orang isteri, 700 orang isteri dari golongan merdeka dan 300 orang dari
golongan budak. Nabi Daud demikian, memiliki 100 isteri. Nabi Ibrahim
pun melaksanakan poligami, memiliki dua isteri yakni Sarah dan Hajar.”’

Pada masyarakat Arab pra-Islam, prakrik poligami telah menjadi sebuah

kebiasaan,*®

seorang laki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang di-
kehendaki tanpa ikatan maupun syarat apapun. Bisa dikarakan bahwa rirani
dan dominasi serta perbudakan kaum pria terhadap kaum perempuan menjadi
salah satu penyebab poligami pada saat itu. Adanya sistem patriarkhi, yaitu
kaum pria menempati kedudukan mendominasi dan mendaulati kaum
perempuan. Setelah Islam datang, poligami tidak serta merta dihapuskan,
namun Nabi melakukan perubahan sesuai dengan surar al-Nisd [4] ayart 3,
yaitu dengan membatasi jumlah bilangan isteri sampai dengan empat orang
(limited polygamy) dan menetapkan syarat yang ketat, yaitu harus mampu
berlaku adil.”” Setelah turunnya ayar ini, yakni Q.s. Al-Nisa' [4]: 3.

Lz

s £y g T 5 K S s

Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki isteri

lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami

26 Mushir Husain al-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, trans. oleh Muh. Suten Ritonga
{Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 35.

" Untuk lebih lengkapnya mengenai pernikahan poligami para nabi bisa dilihat dalam
Ahmad Abdul Wahhab, Tiaddud Nisa al-Anbiya; wa Makanah al-Mar'ah fi al-Yahudiyah wa
al-Masiyah wa al-Llam (Kairo: Makrabah Wahbah, 1989).

# Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dalam Abdullah Nasih ‘Ulwan, Tauddud Zaujat
Ji al-Ielam, cer. IX (Kairo: Dar as-Salam, 2006), 11. Lihat pula Kiram Fahmi Farhar, Taddud
al-Zawjar i al-Adyan (Kairo: Dar al-Aaq al-Arabiyah, 1971).

¥ Murtadha Muthahari, Hab-bak Wanita dalam Islam (Jakarta: Lentera, 2001).
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maksimal hanya boleh punya empat isteri.’” Hal ini seperti yang terjadi
pada Naufal ibn Muawiyah, ia berkata: “Ketika aku masuk Islam, aku
memiliki lima orang isteri. Rasulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu dan
pertahankan yang empat.

;_'j)ﬁ” 'r._L(‘J_j d..:J.Cv ﬁd” &ﬂ@.ﬂ‘ Jué 3;...5 u.m.i' ‘zé_;j L:-\..».Lz.-l‘h

ll..a.DT c‘J......_aTJ e 3..1..-:-1}

Pada riwayat lain, Qais ibn Tsabit berkara: “Ketika masuk Islam

aku punya delapan isteri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan
beliau berkata: “pilih dari mereka empat orang.”

V.LAJA_LQM\L}J ‘_QJ\ 2256 52 ‘_J'Lh.: S S22

iﬂ.wk SQE@PW J&S 4 NS e -

Riwayat serupa dari Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi menjelaskan

bahwa dirinya punya sepuluh orang isteri, lalu Rasul bersabda: ‘pilih

empat orvang dan ceraikan yang lainnya.”

-

QJAJ&E-A} %ukvaﬂtmggmdt,&dtu;
_:,:;-J_::J'l ale \&a‘_g.,l\ (En ',‘J.Ju.a 3.1»‘.:1—\
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Dengan demikian bisa dikatakan bahwa masyarakat muslim pada
awalnya mempraktikkan poligami lebih karena pengaruh sosial dan
budaya yang berlaku pada masa itu. Ketika beberapa sahabat Nabi
berpoligami, tidak lain ialah karena faktor budaya pada saat itu yang
memandang lumrah terhadap poligami, bahkan membanggakannya. Pada
saat itu, monogami menjadi hal di luar kebiasaan, hanya sedikit orang

yang melakukannya.”

 Surat al-Nisa ayat 3 tersebut kemudian menjadi bahan kajian bagi ulama dan akademisi
dalam menafsirkan ayat tersebut. Di antara kajian yang telah rerpublikasi di antaranya Abd. Mogsith,
“Tafsir Atas Poligami dalam Al-Quran”, Karse 23, No. 1 (Juni 2015): h. 133-149. Nurus Sa’adah,
Vita Fitria, Kurnia Widiastud, “Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation
Approach”, Asy-Syir'ah furnal e Syariah dan Hukwn 49, No. 2, (Desember 2015): h. 479-499.

i Lia Noviana, Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakar Iilam (UIN Maulana Malik
Ibrahim, c.t.), h. 87.
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Berdasarkan catatan sejarah dalam konteks turunnya hadis dan
Alquran, selain dari nabi memerintahkan hanya mengambil empar isteri
saja, bahwa Urwah bin Zubair r.a. bertanya kepada “Aisyah tentang ayat
QQ.s. al-Nisa" [4] ayat 3. Maka ‘Aisyah menjawab, "Wahai anak saudara
perempuanku, yatim di sini maksudnya anak perempuan yang ada di
bawah asuhan walinya yang hartanya bercampur dengan harta walinya,
dan harta serta kecantikan yatim itu membuat pengasuh anak yatim it
senang kepadanya lalu ingin menjadikan perempuan yatim itu sebagai
isterinya. Tapi pengasuh itu tidak mau memberikan mahar (maskawin)
kepadanya dengan adil, yakni memberikan mahar yang sama dengan
yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim
seperti ini dilarang mengawini anak-anak yatim itu kecuali kalau mau
berlaku adil kepada mereka dan memberikan mahar kepada mereka lebih
tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka
mereka diperintahkan kawin dengan perempuan-perempuan lain yang

disenangi.” (H.r. Al-Bukhiri, Abtt Dawud, al-Nasa'i, dan al-Turmudzi).”

Sepintas lalu jika memperhatikan hadits di atas, memang itu seolah-
olah ijihad dari ‘Aisyah sendiri, namun jika diperhatikan maka akan
ditemukan bahwa pendapat ‘Aisyah tersebut lebih banyak benarnya,
karena ia termasuk yang mengetahui maksud ayar dari surat al-Nisa’
[4]: 3, jadi dia termasuk bagian dari sejarah yang mengerahui sebab-
sebab turunnya ayat tersebut. Pendapat ini sesuai dengan maksud ayat
tersebut. Jadi dalam hal ini berdasarkan ayat di atas, bagi laki-laki yang
terpikat oleh janda kaya yang memiliki anak, di mana anaknya iru ada
memiliki harta, maka laki-laki tersebur tidak boleh menikahinya dengan
maksud akan mengurus hartanya apalagi sampai mencampurkan harta

mereka dengan hartanya.’?

Sebab, ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud.
Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum
Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah relak. Banyak

prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjurnya,

2 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, vol. VI (Bandung: al-Ma¥if, 1990), h. 136-37.
7 Rafid Abbas, “Poligami dalam Kajian Nash Al-Qur'an dan Hadis,” Edu-Iilamika 3, no.
1 (Marer 2012): h. 144.
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jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat
drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim iru tentu saja
kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim
berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang

mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang ta mereka.*

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat
di hari sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara
mereka berbuat culas dan curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap
anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali it
mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar

tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya.

Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan
mereka semata-mata agar harta anak yatim iru tidak beralih pada orang
lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga
akibatnya twjuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikir anak
yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami
kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim iru dikawini,
tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak
diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri
untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih

dari batas kewajaran.”

Pendapat kedua mengatakan bahwa ayar ini ditujukan kepada laki-
laki pada zaman jahiliyah yang menikahi perempuan lebih dari empat
orang. Dan menafkahinya dengan semua hartanya hingga ia menjadi
miskin. Dan ia menikahi anak yatim dengan maksud mengambil hartanya

untuk menafkahi isteri-isterinya yang lain.*

Dengan adanya kasus tersebut maka wali yang mengasuh perempuan
yatim dilarang mengawininya kecuali jika bisa berlaku adil dan memberi-
nya maskawin lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh laki-laki

lain pada umumnya. Para wali yatim tersebut diperintahkan menikahi

M Musdah Mulia, Pandangan Isdam tentang Poligami (Jakarta: LKAJ-SE 1999), h. 32.
¥ Musdah Mulia, Pandangan Iilam tentang Poligami, h. 33.
% Nur Chozin, “Poligami Dalam Al-Qur'an,” Mimbar Hukwn, (Jakarca: Al-Hikmah, 1996).
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perempuan-perempuan lain yang baik bagi mereka (jika mereka khawatir
tidak dapart berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang ada dalam per-
walian mereka). Aisyah ra melanjutkan: sesudah ayat ini (ayat tentang
poligami), orang-orang meminta farwa kepada Rasulullah Saw maka

Allah menurunkan ayar lagi:

. =t ,f/ xi} - . =3 Ly wo® /f{ff,f.-
S pr=tle b Ly G el Jo Ll 8 elgmandy
D T R TR P I e T
N Ssers b S 555 Y I L A 3 ST

L2all BB A8 T o T Gut SR EA 285

e .n S\'{m;gﬁx N
“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah:
Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang
dibacakan kepadamu dalam Alguran (juga memfatwakan) tentang
para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa
yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka
dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah
menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.

Dan keévgjégn apa saja yang kamu kerjakan, maka Sesunggubnya
Allah adalah Maha mengetahuinya’.

Turunnya ayart tersebut dikarenakan karena kebiasaan wali yang tidak
suka mengawini perempuan yatim dalam perwaliannya yang hartanya
hanya sedikit dan tidak seberapa cantik. Dengan demikian, mereka para
wali yang mengurus perempuan-perempuan yatim yang menyukai harta
dan kecantikan mereka dilarang menikahi mereka kecuali dengan adil,
karena seandainya yatim-yatim tersebut hanya berharta sedikit dan ridak

menikahi mereka.?”

Berkenaan dengan illat hukum kebolehan poligami di samping
dengan melihat latar belakang sosiologis sebab rurunnya ayat tersebur,
juga dapat dicermati dari peristiwa poligami Nabi Saw. Nabi Saw
melakukan poligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama

setelah meninggalnya Khadijah r.a. Rasulullah menikah pada usia 25

37 Bukhari, Shahib Al-Brebhari (Kairo: Dar Ibn Khuzaimah, 1993), h. 59-60. No: 4574.
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tahun, 15 tahun setelah pernikahan beliau dengan Khadijah ra., beliau
diangkat menjadi Nabi. Isteri beliau ini wafat pada tahun ke 10 kenabian
beliau. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun.’® Tiga atau
empat tahun sesudah meninggalnya Khadijah, baru Nabi Saw melakukan
awal poligami dengan Aisyah ra. pada rahun kedua arau keriga hijriyah.
Semua isteri Nabi selain Aisyah adalah para janda yang berusia di atas 45
tahun. Janda-janda yang dikawini oleh nabi, di samping telah mencapai
usia senja yang sudah tidak ada daya tarik memikar, juga dalam keadaan
sedang mengalami kesusahan hidup karena ditinggal mati suaminya baik
mati di medan perang, maupun ditinggal mati biasa dan ada pula dicerai
oleh suaminya sebab murtad. Ada pula yang dicerai karena tidak ada

kebahagiaan atau ketidakcocokan dengan suaminya.”

Tllat hukum kebolehan poligami dalam perkawinan Islam, bukan
didorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi
sosial dan kemanusiaan. Hal ini dilakukan oleh perkawinan poligami
Nabi Saw dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usia
seperti Saudah bint Zum’ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah
Abessinia), Hafsah binti Umar (suami gugur di perang Badar), Zaenab
binti Khuzaemah (suami gugur di perang Uhud), dan Hindun Ummu
Salamah (suami gugur di perang Uhud). Isteri-isteri yang lain seperti
Ramlah putri Abi Sufyan ra. diceraikan oleh suaminya yang murtad
di perantauan. Huriyah binti al-Haris ra. adalah putri kepala suku dan
termasuk salah seorang yang ditawan pasukan Islam, yang kemudian
nabi menikahinya sambil memerdekaannya. Shafiyah binti Huyai ra.,
putri pemimpin Yahudi dari Bani Quraidhah yang ditawan setelah
kekalahan mereka dalam penegpungan yang dilakukan oleh nabi Saw,
diberi pilihan kepada keluarganya atau tinggal bersama Nabi Saw dalam
keadaan bebas merdeka. Ia memilih untuk tinggal hidup bersama Nabi

* Ini artinya, Nabi Muhammad memprakiikan poligami saat usianya sudah 54 tahun.
Padahal jauh sebelumnya, di tengah kebiasaan berpoligami ranpa batas di kalangan masyarakat
Arab, Nabi vang saat itu beristrikan Siti Khadijah ra., tetap menganur monogami. Dengan kata
lain, poligami dilakukan oleh Nabi tentunya dengan alasan-alasan khusus, yang menurut Prof. M.
Quraish Shihab dikiaskan sebagai emergency exit (pintu keluar darurat) dalam pesawat terbang,
Lihat M. Quraish Shihab, Perempuean (Jakarta: Lentera Hari, 2003), h. 180-81.

¥ Jones, Jamilah, dan Abu Aminah Bilal Philip, Monegami dan Poligami dalam Idam
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 34.
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Saw. Zaenab binti Jahesy ra., sepupu Nabi, dinikahkan langsung oleh
Nabi dengan bekas anak angkar dan budak beliau, Zaid ibnu Haritsah
r.a. Rumah tangga mereka tidak bahagia, sehingga mereka bercerai dan
sebagai penanggungjawab pernikahan itu Nabi Saw menikahinya atas
perintah Allah Swt. Mereka (para isteri) itu memerlukan perlindungan
untuk melindungi jiwa dan agamanya, dan penanggung untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya.*’

Artinya, pernikahan nabi setelah wafatnya Khadijah bukan bermaksud
untuk melaksanakan nafsu syahwatnya, akan tetapi untuk menjalin ke-
keluargaan dengan anak dari sahabatnya Abi Bakar, yakni ‘Aisyah. Setelah itu
baru menikah dengan Hafshah binti ‘Umar bin Khatb, ia adalah seorang
janda muda, setelah itu menikah dengan Ummu Salamah, ia adalah janda
panglima perang beliau sendiri yang gugur di medan perang sebagai pahlawan
syahid. Kemudian menikah dengan Saudah, ia adalah seorang wanira bernasib
malang yang tidak mempunyai suami, karena usianya sudah tua.

Sebagai contoh lainnya adalah pernikahan Rasul dengan Zainab binti
Jahsyi, pernikahan ini adalah merupakan pernikahan yang berat bagi Rasul
karena Zainab itu sendiri mantan dari isteri anak angkatnya sendiri, dan
termasuk dari kerabat Rasul sendiri. Juga pernikahan Rasul dengan Ummu
Habibah ia adalah putri dari tokoh dan penguasa Quraisy Makkah yakni
Abt Sofyan bin Harb. Jadi pernikahan Rasul setelah wafatnya Khadijah
itu pada dasarnya didorong atas rasa dan kondisi mereka semua dan

untuk menjalin persauadaraan dengan para sahabatnya.”

Berdasarkan pemaparan sosio-historis di aras, dapat dimengerti bahwa
teks-teks hadis poligami dan ayat-ayat Alquran sebenarnya mengarah
kepada kritik, pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan,*

“ Jones, Jamilah, dan Abu Aminah Bilal Philip, h. 35.

i Muhammad Al-Ghazali, Figh Sirah, dalam bahasa Indonesia Figh Sirah (Menghayati
Nilai-Nilai Riwayar Hidup Mubammad Rasulullah Saw), wrans. oleh Abu Laila dan Muhammad
Tohir (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h. 715-724.

42 Sebab bila pelaku prakeik poligami tidak mengindahkan keadilan dalam berumah tangga,
maka akan terkena sanksi di akhirat nand berdasarkan hadis nabi, yang diriwayatkan dari Abi
Hurairah bahwasanya Nabi Saw bersabda : Barangsiapa yang mempunyai dua istri, kemudian
ia melebihkan kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan miring
sebelah badannya. Lihat Ahmad, Musnad Abmad bin Hanbal (Bayrur: Dar al-Fikr, 1978), h.
124. Hadits ini juga diriwayatkan oleh yang empar dengan sanad yang shahih.
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bukan mengarah kepada sunnah atau bahkan kewajiban. Hal ini terlihat
dari pernyataan dan sikap Nabi yang sangat tegas menolak poligami ‘Ali
bin Abi Thalib ra. Anehnya, teks hadis ini jarang dimunculkan kalangan
propoligami. Padahal, teks ini diriwayatkan para ulama hadis terkemuka:
Bukhiri, Muslim, Turmudzi, dan Ibn Majah. Nabi Saw. marah besar
kerika mendengar purtri beliau, Fithimah bind Muhammad Saw, akan
dipoligami ‘Ali bin Abi Thalib r.a. Ketika mendengar rencana itu, Nabi
pun langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru: “Beberapa
keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku unruk
mengawinkan putri mereka dengan ‘Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku
tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengjzinkan. Sungguh
tidak aku izinkan, kecuali ‘Ali bin Abi Thalib menceraikan purtriku,
kupersilakan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian
dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga,
apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga”.®

Penutup

Apa yang telah dijelaskan di atas, eksistensi poligami secara normatif
telah termaktub dalam Alquran dan hadis. Kualitas hadis yang telah
dijelaskan, berdasarkan kasus Qais bin al-Haris dapar dikategorikan
sebagai hadis yang shahih. Sementara dari konteks hadis, turunnya
hadis tentang pembatasan poligami dikarenakan praktik poligami telah
berjalan lama pra Islam datang. Hasil dari pemaparan tentang poligami,
terlihat tampak bahwa praktik poligami merupakan sesuatu yang mubah,
bukan sunnah apalagi wajib. Dan tujuan adanya poligami adalah unruk
mengangkat harkat dan martabat anak yatim yang ditinggal mati orang
tuanya (ayahnya). Bahkan bisa dikatakan bahwa teks-teks hadis poligami
sebenarnya mengarah kepada kritik, pelurusan, dan pengembalian pada

prinsip keadilan, bukan kesewenang-wenangan atau pelampiasan nafsu

birahi.

4 Ibn Asir al-Jazari, Jami al-Ushil f{ Abadisi al-Rassel, juz X11, h. 162, nomor hadis: 9026.
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